
BUPATI CIANJUR
PRO\,'INSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI CIANJUR

NOMOR 43 TAHUN 2017

TENTANG

- PEMBEBASAN DENDA ADMINISTRASI ATAS KETERLAMBATANpELApoRAN pENcATATAN KELAHTRAN oar.i pe-ll-eneiiAi,r irlrrpeu
AKTA KELAHIRAN

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIANJUR,
Menimbang : bahwa untuk m^elaksanakan pasal g6 ayat (3) dan ayat(4) peraturan Daerah Kabupat.r. Ci#j.o,-fro_o, rSTahun 2O1s tentang perubahL atas Fei,.t.al oaerafrNomor 10 T-!* 2O1O t.rrt"rrg- - t"rrt"rrgpenyelenggaraan Administrasi fependuJikan, pertumeneta_pkai peraturan eupati tentalg p._U.U".un

Denda Administrasi Atas 
-fetertamUaian -i"l"po.ulr

pencatatan Kelaliran Da! penerbitan futipan a*taKelahiran;

: 1. Unda,.1g-Unda-r)g Nomor 23 Tahun 2006 lenransAdminisrra:i KependuduJ<arr 1f_"-U*"_ X,"nIr?Republik Indonesia Tahun 2bO6 No*o. -ii+]
Tao.bahal Lembararr Negara Republik IndonesiaNomor 4674) sebagajmala relah' diubah dens;Undang-Undang Nomor 24 Tahur 2013 tenrlnsPerubahan Atas Undarg-Undang Nomor 23 ianu; ;;oE
ten ra n g Admtnis rrasi Kependudukan (i.mUurall N.-n".,r<epubLk Indonesia Tahun 2Ol3 Nomor iSZ,Tarabalan Lembaran Negara RepubJik Iadonesia
Nornor 5475);

2, Undang-Undang Nornor 23 Tahun 20I4 tenurne,Pemerinraharn 
. Daerah (Lemba..r, N.g..u R;;;iiirnclonesla Iahun 20I4 Nomor 244, TamtahanLernbarar Negara Repubtik Indonesia it";;;'E;;i

seDagarmana relah beberapakali diuoai rerakhirdengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2Ol5 LenranoPerubaharl Kedua Atas Undang_Undanj N;;;;;5Tahun 2ot4 rentang pemerinranin oaerai iL.^l-""1\egara Kepubtik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5g,Tambalan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5ti79);



3. Peratllran Pemerintah Nomor 37 Tahun 2OOZ tentang
Pelaksanaan Undang-Und.ang Nomor 23 Tahun 2O06
teotang-Administrasi Kependudukan (tembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2OO7 Nomor gO. Tambaian
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47361
sebagaimala diubah dengar peraruran pemerinrah
Nomor' 102 Tahuo 2012 tentang perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2OO7 tentang
Pelakoanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2O06
tentang.Administrasi Kependudukan (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2ota Nomor i,OS,
Tambahan Lembaran Negara ,Republik Indonesia
Nomor 5373);

Peraturan Daeral: Kabupaten Cianjur Nomor 10Tahun 2O1O tenrang penyelenggaraan Adminisrrasi
Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten
Cianjur Ta-hun 2O1O Nomor 79 Seri C) sebagaimana
le.lah diubah dengan peraturaD Daerah Kaiupaten
Cianjur Nomor 13 Tahun 2O1S tentang perubahai
Atas Psraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor'lO Talun 20IO rentang penyeienggaraan
Adrninistrasi Kependudukanflembarao Saerah
Kabupaten Cianjur Tahun 2015 Nomor 13);

4.

L4EMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBEBASAN
DENDA ADII{]NISTRASI ATAS KETERLAMBATAN
PELAPORAN PENCATATAIY KELAHIRAN DAN
PENERBITAN KUTIPAN AKTA KELAH]RAN.

remNi$ix ul,ruN{
Pasal I

Dalalrl Peraturan Bupati ini, yang dimaksud deagan :

1. Daerah adalah Kirbuparen Cianjur.
2. Bupati adalah Bupali Cianjur.
3. Instansi Pelaksana adalah Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil

*.1]lr,r:.1--C111]ur, sctanjumya dlsebu r Dinas v."e--i.;ones.rrrg
JawaD serta berwenang melaksalakal pelayanan da_lam u.usaladministrasi kependudukan sesuai dengan p"r"t"r."-p"..,.ra_g-
undangan.

4. Kepala Instansi pelaksana adalah Kepala Dinas Kependudukan danPencatatan Sipil Kabupaten Cianjur.



6.

5.

7.

9.

Unit Pelaksana Teknis Dinas Iastansi Pelaksana, selanjutnya disingkat
UPTD adalah sai-ran kerja di tingkat Kecamatan yang melaksanakan
pelayanan pencatatan sipil dengan kewenangan menerbitkan akta.
Penduduk Warga Negara Indonesia selanjutnya disingkat WNI adalah
war:ga negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan
Republik lndonesia yang bertempat tinggal di Kabupaten Cianjur.
Akta Kelahirar adalah dokumen pengakuan resmi yang autentik
mengenai status ar1ak hasil pencatatan kelahiran dar penerbitari
kutipan akta kelahiran terhadap peristiwa kelahiran yang dibuat oleh
pejabat yang belwenang setelah adanya pelaporan pencatata-n
kelahiran darl pener-nitan kutipan akta kelahiran sebelum dan/atau
yang melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari sejak peristiwa
kelahiran.
Keterlasrbatan Pelaporan adalah terjadinya perbedaan v/altu
pelaporan pencalatan kelahiran dan penerbitan kutipan akta
kelaliran denga! realisasi melampaui batas waktu 60 (enam puluh)
hari sejak peristiwa kelahiran.
Pembebasan denda adrninistrasi atas keterlambatan pelayanan
pencatatan kela}Iiran dan penerbitan kutipan akta kelahiran bagi
penduduk Warga Negara Indonesia adalah membebaskan sanksi
administratif berupa denda keterlambatan.

BAB II

JENIS KUTIPAN AKTA KELAHIRAN

Pasal 2

Jenis kutipan akta kelahiran, terdiri atas:
a. Kutipan akta kolahiran umum; dan
b. Kutipan akta kelatrriran istimewa.

Kutipan akta keiahi1.an umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a adalah kutipan akta kelahiran yang diperoleh dengan
pelaporan pencatalan kelahiran dan penerbitan kutipan akta
kelahiran sebelum melarnpaui batas waktu 60 (enam puluh) hali sejak
peristiwa kelahira n.

Kutipan akta kelahiran istimewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b, adalah kutipan akta kelahiran yalg diperoleh deagan
pelaporan pencatatan kelahiran dan penerbitan kutipan akta
kelahiral yang melampaui batas wa-ktu 60 {enam puluh) hari sejak
peristiwa kelahiran.

Pencatatan Kelahiran dan Penerbitan kutipar akta kelahiran istimewa
sebagaimana dimaksud pada ayat (3), terlebih dulu harus ditetapkan
dengan Keputusan Kepala Instansi Pelaksala,

a.

(1)

(21

(3)

(4)



(1)

(2)

(3)

BAB III
PEMBEBASAN DENDA ADMINISTRASI

Pasal 3

Pembebasan denda adminjstrasi atas keterlambatan pelaporan pencatatan
kelahiran dan penerbitau kutipan akta kelahiran' d.i6eritari terhadap
Ponduduk WNI.

BAB IV
PENGAWASAN DAN PEI.APORAN

pasal 4

Bupati_ melaksanak"n pengawasan secara umum pelaksanaan
pembebasan denda administrasi atas keterlambatan pelaporan
pencatatan keiahiran dan penerbitan kutipan alfta kelahiran
sebagimana dimaksud dalam pasal 3
Sekretaris Daerah melakukan pengawasan secara fungsionalpelaksanaan pembebasan denda administrasi atas keterlaribatanpelaporan pencatalan kelahiran dan penerbitan kutipan akta
kelahiran sebgaimana dimaksud dalam pas;l 3.
Kepala Instansi Pelaksana melakukan pengat asan secara teknis
operasional pela,ksanaan pembebasan denda adminitrasi atas
k:terlaln!1tan pela.poran pencataan kelahiran dan penerbitao kutipan
akta kelahirarr $ebagaiurana dimal<sud dalam pasal -3.

Pasal 5

Kepala Instansi Pelaksana melaporkan pelaksanaan pembebasan dendaadministrasi atas keterlambatan pelaporan pencataian kelahiral danpenerbitan kutipan akta kelahiran kepada 
-Bupati 

melalui Sekretar.is
Daerah secara berkala.

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 6

Seg.la biaya yang timbul akibat ditetapkannya peraturan ini dibebankan
pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Dairah Kabupaten Cianjur dan
sumber biaya yang sa}t berdasarkan peiaturan perundaag_undangan.



BAB VII
KETEN'I'UAN PDNUTUP

P, s2l 7

Peraturan Bupati ir.ri rrrulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar
setiap orang mcngr:1-ahui, memerintahkan pengundangan peraturan
Bupati ini dengan rncL'rcmpatk.Lnnya.dalarn Berita Daerah Kabupaten

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 30 Oktober 2017

BIJPATI CIANJUR,

Lrd.

II1VAN RIVANO MUCHTAR

Diundangkan di Cianj ur-

ANDT

BERITA DAERA1 I }IAt] I-TPATEN CIANJUR TALIUN 2017 NOMOR 43

6>
ARIS DAI'RAIT


